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The obligation of zakat has special characteristic in Islam. Except aS a way to
obey and to play the religion rule, zakat also has the economical implication.
Except as an individual compulsory, zakat also has the social implication. By
legalizedOrdinance number38/1999 about managementofzakat, itishoped that
the advantage of zakat can be more optimal. But, that ordinance should be
followed by the others agenda, politically oreconomically, as the implication of
the use of that ordinance.

PendahuluanDisahkannya Undang-Undang nomor
38 tahun 1999tentang Pengelolaan
Zakat adalah fenomena menarik
sebagai bagian dari dinamikadialek-

tika politik, ekonomi dan keagamaan(Islam)
dalam kehidupan bernegara. Betapa tidak,
zakat yang selama ini leblh banyak dl-
anggap sebagai kewajiban indivldual-religlus
yang dalam pengelolaannya leblh banyakdi-
serahkan kepada umatnya secara otonom
kemudlan bergeser menjadi sebuah pranata
formal-iegallstik yang diatur oleh negara.

Dalam perspektif ekonomi, institusio
nalisasi zakat ini dapat dianggap sebagai
pengakuanformal negara atas zakatsebagai
salah satu resources pembangunan. Pe
ngakuan ini tentu saja membawa impllkasi
lebih lanjut berupa keterlibatan negara
dalam pengelolaan zakat Ini dan sekallgus
memiklrkan lebih lanjut tentang keberr
adaannya sebagai bagian dari variabel
model ekonomi secara keseluruhan. Arti-
nya, institusionalisasi zakat ini menuntut
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adanya adjusment \eb\h lanjut dari negara,
balkdalam artian konsepsi, modellingnya
dalam sistem bahkan sampai pada ope-
rasiorialisasinya. Ketika hal ini dilakukan.
maka pada saat yang sama sebenarnya
perbincangan mengenai zakat telah me-
masuki wiiayah dialektika politik. Tawar-
menawar dan akomodasi berbagai kepen-
tlnganakan menjadi bagian tak terpisahkan
dari pergulatan lebih lanjut mengenai zakat
ini.

^Gagasan penulis tentang pengoptimalan
zakat sebagai instrumen pembangunan
ekonomi sudah pernah dimuat dalam Jurnal
Ekonomi (Januari-1996). Tulisan ini merupa-
kan telaah lebih lanjut untuk mencoba me-
ngaitkan gagasan penulis dengan fenomena
kelahiran Undang-Undang No 38 Tahun
1999 tentang Pengelolaan Zakat serta Ke-
putusan Menteri Agama No 581 tentang
Pelaksanaan UU Pengelolaan Zakat.
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Tulisan inl mencoba untuk meng-
anaiisis urgensi zakat dalam sebuah sis-
tern, implikasi dari institusionalisasi penge-
lolaan zaka! serta agenda-agenda apa yang
seharusnya dllakukan agar maksud dari
UU No 38 tahun 1999 dapat tercapai secara
optimal. Karena keterbatasan penulis,
maka anailsis lebih banyak dalam perspek-
tlf ekonomi sementara untuk perspektif
polltik penulis hanya memberikan slnyal-
slnyal arah agenda yang harus segera
ditlndaklanjuti.

KonsepsI Zakat: Review Singkat

Islam, adalah agama samawi yang
berdimensi lengkap mencakup ajaran yang
sangat universal berupa jasmanl-rohani,
dunia-akhlrat, Individu maupun soslal. Salah
satu ajaran dalam Islam yang 'istimewa'
adalah zakat, dikarenakan karakteristik khas
yang dimllikinya. Selain berdimenslkan
vertikal-transendental, la juga mempunyai
nilai humanis-horisontal. Di samping itu
zakat juga bernilaikan individu sekaligus
sosial.

DItinjau dari segi bahasa,zakafmerupa-
kan kata dasar (masdar) dari zaka yang
berarti tumbuh, berkah, dan terpuji. Se-
suatu itu zaka berarti tumbuh dan berkem-

bang, dan seorang Itu zaka berarti orang
itu baik. Menurut Lisan al-Arab arti dasar

dari kata zakat, ditinjau dari sudut bahasa
adalah suci, tunbuh, berkah dan terpuji]
semuanya digunakan dalam Al-Qur'an dan
Hadits. Dari segi istilah flkih berarti: "Se-
jumlah harta tertentu yang diwajibkan Al
lah diserahkan kepada orang-prang yang
berhak"d\ samping berarti "menge/uar/can
jumlah tertentu itu sendiri". Jumlah yang
dikeluarkan dari kekayaan itu disebut zakat
karena yang dikeluarkan itu "menambah
banyak, membuat lebih berarti, dan melin-
dungi kekayaan dari kebinasaan". (Qardawi.
1991:34-36)
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Arti 'lumbuh" dari "suci" pada pengertlan
di atas tidak hanya untuk kekayaan, tetapl
lebih dari, juga buat jiwa orang yang men-
zakatkannya. Bahkan, zakat juga menclp-
takan pertumbuhan buat orang-orang miskin.
Dengandemikian zakat merupakan cambuk
ampuh yang tidak hanya untuk menclpta-
kan pertumbuhan material dan spiritual bagi
orang-orang miskin, tetapi juga mengem-
bangkan jiwa dan kekayaan orang-orang
kaya.

Al-Qurian dan Sunnah selalu menggan-
dengkan shalat dengan zakat. Inl menun-
jukkan betapa erat hubungan antara ke-
duanya. Keislaman seseorang tidak akan
sempurna kecuali dengan kedua hal ter-
sebut. Shalat merupakan tiang agama]
siapa yang menegakkannya berarti mene-
gakkan agama dan siapa yang meruntuh-
kannya berarti meruntuhkan agama. Se
mentara itu, zakat merupakan jembatan
menuju Islam] siapa yang melewatinya
akan selamat sampai tujuan dan siapa
yang memilih jalan lain akan tersesat.

Keeratan hubungan dan tingginya nilai
ibadah keduanya, tampak pada ucapan
Adullah bin Mas'ud, "Anda sekalian diperin-
tahkan menegakkan sholat dan membayar
zakat. Siapa yang tidak mengeluarkan
zakat maka shalatnya tidak akan diterima".
Demikian juga halnya dengan perkataan
Jabir dari Zaid, "Shalat dan zakat adalah
kewajiban dalam satu paket, keduanya
tidak terpisahkan". (Qardawi. 1995:92) Be-
gitu tingginya nilai zakat dalam Islam, maka
tidak mengherankan bila orang yang meng-
ingkari kewajiban zakat akan mondapal
sanksi yang sangat keras. Di antara sanksi
tersebut adalah tidak dapat dianggap se-
bagai orang yang beriman (QS. AI-Muk-
minun:1-4 dan QS. An-NamI:2-3), bahkan
mereka tergolong orang yang musyrik (QS.
Fushshllat:6-7) dan juga di akhirat dia akan
mendapat siksa yang amat pedih (QS. At
Taubah: 34)
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Dalam dimensi diiniawi Rasululiah juga
' memberi peringatan bila kewajiban zakat
tidak dtpenuhi r^aka akan terjadi bencana
kekeringan dari kelaparan. Di samping itu
bercampumya zakat yang tidak dikeluarkan
dengan harta lainnya akan merusak harta
tersebui.

Mengihgat art! pehtingnya zakat, balk
dalam dimensi ibadah maupu'n sosial,
maka Islam mehgijinkan penguasa rtienyita
separuh dari harta drang yang ehggan
mengeluarkah zakat. Dan yang lebih keras
lagi para ulama menegaskan bahwas/apa
yang menolak dan mengingkan wajibnya
zakat dianggap kafir dan ketuar dari agama
Islam. (Qardawl, 1995:99)

Posisi Zakat dalam Model Makro

EkonbmP-

Secara konvensional, perekonomian se-
cara makro dipilah-pilah menjadi beberapa
sektor. Berdasarkan pendekatan penge-
luaran (expenditure approach) pereko
nomian suatu negara secara makro dapat
dipllah ke dalam tiga sektor, yaitu: (1) sektor
orang perorangari atau rumah tangga; (2) sek
tor badan usaha atau bisnis; dan (3)sektor,
pemerintah. Pembagian sektor ini berlaku
bagi perekonomian tertutup, yaitu perekono
mian yang hanya meliputi sektor ekonomi
dalam negeri,' dengan asurtisl suatu negara
dianggap tidak mempunyai hubungan eka
nomi dengan negara lain. Sementara untuk
model makro perekonomian terbuka, yaitu
perekonomian yang dipengaruhi interaksl
dengan negara lain, terdapat satu sektor
lag! yaitu sektor perdagangan luar negeri
(ekspor-impor).

Secara matematis model makro per
ekonomian tertutup (perekonomian dalam
negeri) dapat diformulasikan sebagai be-
rikut:

Y = C + I + G
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Y = Pendapatan naslonal
C = Konsumsl sektor perorangan
I = InvestasI sektor bisnis

G = Konsumsl sektor pemerintah .

Masing-masing komponen pembentuk
pendapatan nasional (tiga sektor) bila
ditelusuri proses pembentukannya adalah
sebagai berikut:

.0 =: Co + c. YD

1 - = lo' - p.r •
G ' =: Go

Co, Id, Go adalah kpnstanta .yang
mencerminkan pengeluaran-pengeluaran
yang sifatnya tetap atau otonom; besarnya
tidak tergantung pada atau tidak di
pengaruhi oleh sesuatu variabel.

Selain Co, lo dan Go; c dan p juga
merupakan konstanta. Konstanta c men
cerminkan marginal propensity to consume
(MFC), yaitu tambahan pengeluaran untuk
konsumsl berkenaan dengan adanya tam
bahan pendapatan; Sedangkan konstanta
p melambangkan proporsi investasi ter-
hadap tingkat suku bunga. Adapun variabel
r melambangkan tingkat suku bunga.

YD merupakan pendapatan yang bisa/
siap dibelanjakan (disposable Income) oleh
sektor perorangan secara makro atau
naslonal; yaitu pendapatan nasional (Y)
dikurangi pajak-pajak (taxes, TX) yang
dibayarkan kepada pemerintah ditambah
pembayaran transfer (transfer payment, TP)
yang diterlma oleh sektor ini dari sektor
pemerintah. Sehingga YD = Y - TX + TP.

^Pembahasan 'mengenai zakat dalam
model makro ekonomi ini mengadopsi ga-
gasan Dumairy (1994) dengan tambahan
analisis lebih lanjut oleh penulls dari berbagal
sumber.
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Dengan penjelasan varlabel-variabel
pembentuk komponen pembentuk formula
pendapatan nasional tersebut, maka secara
lebih terperinci pendapatan nasional dapat
dirumuskan setiagal tDerikut;

Y = C + I + G

y Co + c.VD + lo ~ p.r + Go
V = Co + c(Y-TX4-TP) + Io - p.r + Go

Mengingat alokasi pendapatan dispo-
sabel (YD) kalau tidak dikonsumsl (C)
adalah dl tabung (S), maka berdasarkan
alokaslnya YD = C + S. Sehlngga persa-
maan tabungan perseorangannya adalah:

S = YD - C
S = -Co + (1-c) . YD '

Dalam pendekatan pengeluaran, va-
rlabel tabungan (S) tidak diperhltungkan
dalam penghitungan pendapatan nasional
(Y) karena bukan merupakan pengeluaran.
TX merupakan pengeluaran bagi sektor
perorangan tap! pemasukan bag! peme-
rintah. Sebaliknya, TP merupakan penge
luaran bagi pemerlntah tap! pemasukan
bag) perorangan. Keduanya bukanlah pe
ngeluaran sejati (mengingat secara makro
merupakan pemasukan bagi sektor lain),
oleh karenanya keduanya tidak diperhltung
kan langsung dalam perhitungan pendapatan
nasional; tetapi diperhltungkan melalul
pendapatan disposabei (YD).

Masing-masing komponen pembentuk
pendapatan nasional secara lebih seder-
hana bisa ditelusuri dengan mencermati
neraca (balance sheet) dari masing-masing
sektor adalah sebagai berikut:
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Neraca Sektor Perorangan

Assets:

National Income Nl

Transfer Payments TP

Liabilities:

Taxes Expenses TX

Consumption C

Savings S

Neraca Sektor Bisnis

Assets:

Saving (from persons) , S
Liabilities;

Invesments 1

Neraca Sektor Pemerlntah

Assets:

Taxes (from persons) TX
Liabilities:

Government Consumption G

Transfer Payments TP
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- Model makrp ekonomi yang konven-
sional ini dapat dikatakan tidak realistlk.
Sisi kredil (liabilities) pada neraca seklor
perorangan meiiiperllhatkan bahwa penge-
luaran seseorang hanya terdiri atas pemba-
yaran pajak dan pembiayaan untukkonsum
si.Tidak terlihat, balkpada neraca niaupun
dalam persamaan konvenslonal, penge-
luaran seseorang untuk kepentingan sosiai.
Begitu pula halnya pada neraca sektor bisnis,
tidak terlihat adanya pengeluaran yang
menunjukkan tanggung jawab sosiai (sosiai
responsibility) perusahaan-perusahaan.
Secara keseluruhan model tadi tidak me
nunjukkan adanya jalinan hubungan sosiai
antar ketiga sektor; masing-masing sektor
berperilaku ekonomi sebatas fungsl dan
kedudukannya sendiri saja.

Melihat kondisi di atas. perlu kiranya
ditinjau kembali strukturisasi perekonomian
konvenslonal. Pemilahan sektoral ke dalam
tiga sektor yang selama ini dipakai perlu
dilakukan perubahan, karena tidak mampu
mengakomodaslkan aktivitas sosiaisehlngga
masing-masingsektor dalam perekonomian
berperilaku "materialis-individualis".

Hak kepemilikan pribadi atas harta
benda disahkan dan diakui eksistensinya
dalam Islam tanpa sedikit pun keraguan di
dalamnya. Naluri pemilikan dan kecende-
rungan untuk memiliki sedemikian kuatnya
dalam diri manusia, seolah-olah naluri ter-
sebut menyatu dengan naluri memper-
tahankan hidup. Dan, Islam tidak menutup
mata dengan kenyataan-kenyataan yang
adapada diri manusia tentang kecintaannya
terhadap harta sebagaimana dalam ayat
14 surah Ali 'Imran, dan juga tidak me-
mungkiri bahwa harta benda merupakan
perlambang dari kehidupan (QS. Al-Kahfi:
47). Eksistensi kepemilikan pribadi juga
akan kita jumpai antara lain dalam surah
An-Nisaa' ayat 2 dan 43, ataupun dalam
surah Al-Kahfi ayat 82.
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Tetapi yang harus diperhatikan bahwa
Islam tidaklah membiarkan pemilikan
pribadi secara mutlak, bebas tanpa kendali
dan batas apa pun. Di samping mengakui
eksistensi kepemilikan pribadi; Islam juga
menetapkan prinsip-prlnsip yang lain, yaitu:

1. Bahwa sesungguhnya iridlvidu pada
hakekatnya'hanyalah wakil masyarakat
yang diserahi merhegang dan mengurus

• harta benda yang ada dalam tangan-
nya; dan pemilikannya atas haria itu
hanya bersifat sebagal 'uang belanja'
di mana la memiliki hak pemilikan yang
lebih besar dari orang lain. Sedangkan
sesungguhnya harta' benda secara
umum adalah hak milik masyarakat,
dan masyarakat adalah wakil yang
diserahi Allah untuk mengurus harta
tersebut. Pemilik yang sebenarnya dari
segala sesuatu adalah Allah.

2. Imam atau kepala negara —sebagai
manlfestasi dari wakil masyarakat-^
ahii waris bagi orang-orang yang tidak
mSmpunyai ahli waris. Karena harta
mereka sesungguhnya milik masyara
kat yang diserahkan kepada mereka
untuk mengurusnya. Maka bila tidak ada
ahli waris, kembalilah harta tersebut

-kepada asalnya, yakni masyarakat.
3. Harta benda tidak boleh hanya berada

di tangan sekelompok anggota masya
rakat tertentu saja, dan hanya beredar
di lingkungan mereka saja, sementara
kelompok masyarakat yang lain tidak

. menikrriatinya. (lihat QS. AI-Hasyr:7-9)
4. Ada jenisrjenis harta yarng menjadi milik

masyarakat umum, dan ,tak.boleh
dimiliki oleh individu, yaitu harta yang
menyangkut hajat hidup orang banyak.
Rasulullah menyebutkan tiga di anta-
ranya, yakni air, tumbuh-tumbuhan,
makanan ternak dan api. Tentu saja
dengan menggunakan Qiyas perluasan
penerapan kategori berdasarkan hikmah

327



Topik: Agenda Lanjutan Pasca Institusionalisasi Zakat, Arif Hartono

yang terkandung di dalamnya dapat
dilakukan. (Qutb, 1984:140-152)

Dengan deskripsi di atas jelaslah bahwa
harta benda tidak boleh dibenci dan hasrat

untuk memilikinya tidak boleh dimatikan
atau dibekiikan, tetapl hanyalah dijinakkan
dengan ajaran qanaah (rasa penghargaan
untuk mensyukurl apa yang sudah dimiliki
yang mengarah kepada suatu kepuasan);
dan dengan ajaran cinta kepada sesama
dalam rangka ajaran'kemasyarakatan. Ke-
mudian hasrat tersebut dikendalikan de

ngan ajaran zakat, Infaq dan shadaqah
(pengeluaran atau pemanfaatannya kepada
kemaslahatan diri dan masyarakat, dan
juga realisasi transendentalitas kepada
Khaliq), juga dalam rangka ajaran kema-
syarakatan. (lihat Yafie, 1994:167-169)

Islam mengajarkan, manusia bukanlah
sekadar makhluk individu, tetapl juga
makhluk soslal. Dalam konteks ekonomi,
kedudukan manusia sebagal makhluk
soslal Ini dalam Islam dimanifestasikan

antara lain berupa kewajiban zakat. serta
sunnah berinfak dan bersedekah; dlsam-
ping itu sebagal warga negara seorang
muslim juga wajib membayar zakat. Hal
ini berartl bahwa pengeluaran tidak hanya
berupa biaya konsumsi dan pembayaran
pajak, tetapi ada juga pengeluaran sosial
antara lain zakat, infak, dan sedekah.
Dengan demlklan, formulas! model makro
ekonomi konvensional perlu dilakukan
adjusment menjadi model makro ekonomi
Islami sebagai berikut:

Neraca Sektor Perorangan

Assets: Liabilities:

National Income Nl Personal Taxes PTX

Transfer Payments TP Personal Social Responsibility PSR

Personal Consumption PC

Personal Savings PS

Tanggung jawab soslal sesungguhnya
bukan hanya kewajiban perorangan, tetapi
juga perusahaan-perusahaan sehingga ha-
rus pula terlihat jelas pada neracanya. De
ngan demlklan, maka pengeluaran perusa-
haan bukan semata-mata untuk investasi
saja, namun juga pajak dan pengeluaran
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dalam rangka tanggung jawab sosial.
Bahkan, dalam kenyataan sehari-hari per-
usahaan juga melakukan pengeluaran
biaya operasi (bukan investasi). Sehingga
neraca yang lebih realistik untuk sektor
bisnis adalah sebagai berikut:
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Neraca Sektor Bisnis

Assets: Liabilities:

Personal Saving PS Business'Taxes BTX

Business Operating Expenses BOB

Business Invesment Bl

Business Social Responsibility BSR

Untuk pengeluaran pemerintah.dalam
model konvensional, pengeluaran peme-.
rintah hanya terdiri atas pengeluaran untuk
konsumi dan pembayaran transfer, se-
mentara pajak yang diterima berasai dari
perorangan. Padahal, pengeluaran konsum-
si pemerintah hanyalah pengeluaran rutin,

di samping pembiayaan pembangunan^cfe-
velopmentexpenses). Penerimaannya juga
bukan hanya bersumber dari perorangan,
tetapl juga dari perusahaan-perusahaan.
Neraca yang lebih realistik untuk sektOr
pemerintah adalah:

Neraca Sektor Pemerintah

Assets: Liabilities:

Personal Taxes PTX Government Routine Expenses ORE

Business Taxes BTX Development Expenses DE

Transfer Payments TP

Dalam model makro ekonomi. Islami
dengan pendekatan pengeluaran, perekono-
mian domestik tidak hanya .terdiri, atas
ketiga sektor yang sudah disebutkan. Akan
tetapi.terdapat satu sektor lagi, yaitu.sektor
sosial. Sektor ini mencakup lembaga-lem-
baga sosial yang ada di masyarakat antara
lain yayasan-yayasan, amil zakat, panti-
panti asuhan, lembaga swadaya masyara

kat, dan sebagainya. Pendapatan lembaga-
lembaga ini bersumber dari perorangan
(berupa persona/ social responsibility) dan
dari perusahaan-perusahaan (berupabus/-
ness sociai responsibility). Pendapatan ini
mereka keluarkan untuk kesejahteraan so
sial masyarakat. Kontrlbusi lembaga-lem-
baga sosial bag! kesejahteraan masyarakat
seharusnya dimasukkan pula dalam'per-
hitungan pendapatan nasional.

Neraca Sektor Sosjai

Assets: Liabilities:
. •

Personal Sosial Responsibility PSB Social Routine Expenses SRE

Business Social Responsibility BSR SociaL Invesment SI
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Dengan masuknya sektor sosial, maka
struktur model makro Islami untuk pereko-
nomian domeslik (perekonomian tertulup),
dengan pendekatan pengeluaran, tidak lagi
terdiri atas tiga sektor tetapi empat sektor,
yaitu: (l)sektor perorangan/pe/sona/sec
tor, {2)sektor b\sn\s/business sector,
(3)sektorsosiaUsocial sector, dan (4)sektor
pemerintah/goi'emment sector.

Kehadiran sektor soslal dalam model
makro ini menylratkan maknasemua pelaku
ekonomi dalam perekonomian memillkl ke-
bersamaan dan terjalin dalam ikatan sosial.
JadI, tidak hanya pemerintah saja (melalui
TP/transferpayments) yang memikul tang-
gung jawab sosial; tetapi juga orang-per-
orangan dan kalangan dunia usaha sebesar
PSR (personal sosial responsibility) dan
BSR (business social responsibility). Lem-
baga-lembaga non-profit inilah yang me-
layani kesejahteraan sosial bag) masyara-
kat yang karena sebab-sebab struktural
tidak memiliki keunggulan personal, tidak
terlibat dalam jaringan bisnis, dan bahkan
tidak terjangkau oleh layanan sosial pe
merintah.

Kehadiran sektor sosial dalam model

makro ekonomi memungkinkan kita mela-
kukan telaah tentang apakah pemba-
ngunan.ekonomi sungguh-sungguh mampu
mengentaskan kaum dhuafa dari lembah
kemiskinan, dan apakah kemajuan eko
nomi juga meningkatkan kesejahteraan
sosial secara lebih merata. Distribusi hasil-

hasit pembangunan beralasan dinyatakan
semakin merata (kesenjangan sosial
berkurang) hanya jika rasio pengeluaran
sosial terhadap pendapatan nasional (rasio
social expenditure/SE: national incoem/Nt)
semakin membesar seiring dengan per-
tumbuhan ekonomi. Apabila pertumbuhan
ekonomi (kenaikan Nl) tidak diikuti oleh
kenaikan rasio SE/NI secara proporsional,
maka itu berarti pembangunan ekonomi
justeru memperburuk kesenjangan sosial.
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Di samping itu, dapat pula dihitung rasio
pengeluaran tiap-tiap sektor personal ex
penditure, business expenditure, soial ex
penditure dan government expenditure ter
hadap national income- sehingga dapat
dideteksi apakah suatu perekonomian cen-
derung kian konsumtif, kapitallstik, so-
sialistik, ataukah etatis.

Selanjutnya, karena dalam penge
luaran sosial perorangan (personal social
responsibility/PSR) terrmasuk pula dana
zakat, maka perbandingan besarnya dana
zakat nasional terhadap PSR, dapat di-
jadikan alat untuk mendeteksi tingkat
kesadaran umat dalam menunaikan rukun
tersebut. Dengan pertumbuhan ekonomi
yang pesat, berarti pendapatan nasional
meningkat, seharusnya porsi zakat dalam
PSR juga meningkat jika kesadaran me
nunaikan zakat bertambah baik.

Menurut Islam, kekayaan adalah nikmat
dan anugerah Allah'yang harus disyukuri.
Sebaliknya, ia melihat kemiskinan sebagai
masalah, bahkan musibah yang harus
dilenyapkan. Islamtidak menerima adanya
paham bahwa kemiskinan adalah takdir
yang tak bisa dirubah, atau paham yang
hanya berisi anjurah/nasihat untuk mem-
bantu kemiskinan tanpa aktivitas nyata dan
suatu kepastian hukum, dan tidak juga
hanya mengandalkan kemurahan hati.
demikian juga dengan paham kepemilikan
mutlak terhadap harta sehingga sedekah
atau tidak adalah terserah dirinya, namun
juga tidak bisa menerima paham per-
samaan yang tidak mengakui ekslstensi
orang kaya sehingga usaha yang dilakukan
adalah menghancurkan orang kaya untuk
menuju persamaan.

Kemiskinan adalah penyakit sosial
yang harus diatasi karena akan dapat me-
nimbulkan dampak yang sangat kompiek
dan berkepanjangan. Kemiskinan akan sa
ngat membahayakan akidah —karena ke-
fakiran mendekatkan kekufuran—, akhlak
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dan moral, keluarga, dan juga mengancam
kestabilan pikiran dan masyarakat. Cara
penanggulangannya adalah dengan suatu
aktivitas yang hyata melalui penntah yang
formal. Aktivitas tersebut adalah zakat
ditambah infak dan shodaqoh.

Zakat merupakan aktivitas sosio-relgius
yang diwajibkan bagi orang dengan kondisi
tertentu atas barang tertentu dan ditujukan
kepada golongan tertentu. Golongan yang
menjadi sasaran zakat sebagaimana Surat
At-taubah 60 adalah delapari golongan,
yaitu miskin, fakir, amil, muallaf, budak,
ghorimin, Ibnu sabil dan sablllllah.
Waiaupun demlkian menurut kesepakatan
ulama,-yang manjadipene/Tima utama zakat
adalah fakir-miskln. Hal in! menunjukkan
betapa tingigi perhatian Islam terhadap kaum
miskin melalui aktivitas yang nil.

Dalam khasanah pemikiran ekonomi,
zakat merupakan transfer, kekayaan dari
si kaya kepada golongan miskin. Dan yang
lebih penting lagi bahwa proses ini sangat
terjamin kelangsungannya, karena disertai
pranata hukum yang peniih kepastian, tidak
sebagaimana yang diskeharioKan trickle
down effect theory.

Dan bila khasanah pemikiran ekonomi
ini kita pakai lagi, maka yang akan ber-
kembang adalah bagaimana mencapai
manfaat yang sebesar-besamya dari per-
buatan berzakat? Pertanyaan ini layak
dimuhculkan guna memperoleh nilai guna
yang optimal dari aktivitas zakat, sehingga
aktivitas yang dilakukan tidak hanya sia-sia.
Dalam artian proses transfer terjadi tetapi
tidak membawa efek peningkatan kesejah-
teraan si miskin.

Berpikir zakat secara ekonomi berarti
memikirkan zakat sebagai salah satu sum-
ber ekonomi, yang penggunaannya atau
pengolahannya harus dilakukan sedemikian
rupa sehingga menghasilkan manfaat kon-
sumtif atau produktif yang optimal. Di sini
kita dihadapkan pada persoalan memilih
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berbagai alternatif tindakan atau kebijak-
sanaan yang kongkretisasinya dapat di-
wujudkan dalam suatu organisasi atau
isistem ekonomi pada berbagai skala dan
ruang lingkup.'

Waiaupun zakat merupakan aktivitas
yang b'ernuansakan sosial-ekpnomi, yarig
harus tetap diingatbahwa seorahg muslim
yang membayar zakat, bert)uat demikian
karena Allah, la tak sekedar hanya membe-
rikan kekayaan kepada fakir-miskin, tetapi
aktivitas tersebut didasari karena perintah
Allah. Zakat merupakan kewajiban yang
didasafkan atas kesadaran religius.

Secara filosofis-sosial, zakat dikaitkan
dengan prinsip "keadilan sosial" dan dilihat
dari segi kebijaksanaan dan strategi pem-
bangunan yang berhubungan dengan ma-
salah distribusi pendapatan masyarakat,
pemerataan kegiatan pembangunan, atau
pemberantasan kemiskinan. Dengan zakat,
di satu sisi terjadi proses transfer konsumsi
dan kepemilikan sumber-sumber ekonomi,
sementara di sisi lain merupakan perluasan
kegiatan produktif di tingkat bawah. Ske-
nario ini memberikan kesempatan kepada
masyarakat lapisan terbawah lintuk me-
ningkatkan pendapatan dan' selanjutnya
bisa menabung dan melakukan pemupukan
modal secara kolektif sebagai salah satu
kegiatan sumber ekonomi dan kegiatan
produktif.

Mengingat begitu besar potensi yang
dimiliki zakat, maka diyakini sebagaipana-
cea (obat mujarab) untuk memberantas
kemiskinan. Namun sayangnya dalam bpe-
rasionalisasinya, selama ini kita lihat zakat
kebanyakan dilakukan sekadar untuk

.memenuhi rukun Islam,(lebih banyak me
rupakan masalah pribadi) dan dampaknya
tidak lebih sekedar meringankan beban
konsumsi seseorang untuk beberapa hah.
Padahal menurut banyak ilmuwan muslim
menuliskan bahwa zakat dimaksudkan

sebagai bagian dari sistem yang secara
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struktural diharapkan mampu mengatasi
masalah kemiskinan dan mendorong per-
kembangan masyarakat. Inilah sebenarnya
tantangan bagi umat jslam untuk mem-
perbaiki kekurangan yiang ada.

Kelahiran Undang-Undang tentang Pe-
ngelolaan Zakat beserta aturan pelaksa-
naannya, dalam perspektif ekonomi, dapat
dilihat sebagai upaya serius pemerintah
untuk mencoba memasukkan zakat se
bagai baglan tak terplsahkan danresources
pembangunan dengan jalan mengatur lebiti
balk pengelolaannya. Hal in! berarti bahwa
zakat sudah menjadi baglan darl sebuah
sistem besar daii pembangunan. Dengan
demlktan,.sudah selayaknya pemerintah
juga memlkirkan lebih jauh tentang keber-
adaan zakat Inl dalam sebuah model be

serta dengan segala implikasi dan format
Interakslnya dengan resources lain dalam
pembangunan, pajak misalnya.

Model makro ekonomi yang coba
disampalkan di atas bisa menjadi altematip
entry point zakat ke dalam sebuah sistem
ekonomi. Yang perlu dllngat bahwa for-
mulasl yang masih hipotetis tersebut masih
merupakan pendekatan awal dan me-
merlukan serangkalan agenda penyesualan
model makro tersebut.

Menyoal Peranan Negara dalarii
Zakat^

Darl tullsan paia ahll flklh disebutkan,
bahwa wajib para imam mengirim petugas
untuk memungut zakat, karena nabi Mu
hammad SAW dan para khalifah sesudah
bellau menugaskan para peitiungut zakat.
Pelaksanaan zakat harus diawasi oleh

penguasa, dilakukan oleh petugas dengan
rapl dan teratur, dipungut darl orang yang
wajib mengeluarkan untuk diberlkan kepada
orang yang berhak menerimanya (Qardawl,
1991)
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DI antara hadits-hadits nab! iaiah hadits

Abu Huralrah yang terdapat dalam hadits
sahih. Bukhari-Musllm yang mengatakan
bahwa Rasulullah SAW telah mengutus
Umar Ibu-Lutbiah sebagai petugas pe-
mungut zakat. Sementara dalam beberapa
hadits lainnya nabi pernah mengutus Ibnu
Sa'dl, Abu Mas'ud, Abu Jahm bin Huzaifah,
Amir, Qais bin Sa'ad, dan Wahid bin Uqbah
sebagai petugas. zakat., Keberadaan para
petugas zakat Ini sangat penting, karena
di antara penduduk terdapat orang orang
yang punya harta tapl tldak tahu akan ke-
wajibannya. Ada juga di antara mereka yang
mengetahui kewajiban tetapl la klkir, oleh
karena Itu wajib adanya para pemungut
zakat.

Dalam hadits sahih -Bukhari-Musllm

dan yang lain-dari Ibnu Abbas, bahwa nabi
SAW ketlka mengutus Mu'az ke Yaman
beliau berkata: "Beritahukan kepada me
reka, bahwa Allah SWT.telah mewajibkan
darl sebaglah harta .mereka, untuk dise-
dekahkan. Diambll dan orang kaya untuk
diberlkan kepada, mereka yang fakir.
Apabila mereka mehtaatlmu dalam hal Ini,
maka pelihatalah akan ke'dermawanannya
harta mereka, dan takutlah akan doa yang
teraniaya. Sungguh tldak ada penghalang

.antara doa mereka itu dengan Allah SWT'
(Hadits rlwayat jamaah darl ibnu Abbas)'

Hadits Ini menjelaskan, bahwa urusan
zakat diambil oleh petugas untuk dibagikan,
tidak dikerjakan sendiri oleh orang yang
mengeluarkan zakat. Syekh Islam Haflz
Ibnu Hajar berkata: "Hadits Inl dijadlkan
alasan,. bahwa penguasa adalah orang
yang bertugas untuk mengumpulkan dan
membagikan zakat, balk la sendiri secara

^Dalam pembahasan baglan ini penulis
banyak mengikuti pendapat Yusuf Qardawl,
1991.
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langsung maupun wakilnya. Maka barang-
siapa di antara mereka menolak menge-
luarkan zakat, hendaknya zakat diambil
dari otang itu dengan cara paksa".

Zakat bukahlah sebagai urusan pribadi,
akan tetapi merupakan tugas pemerintah
Islam. Islam mewakilkan penugasan me-
narik zakat, membagikannya pada musta-
hiknya. Hal itu dllakukan karena beberapa
faktor, yaltu:

1. Sesungguhnya kebanyakan manusia
telah mat! hatlnyia atauterkena penyakit

, dan keiemahan. tJntuk itu ada jaminan
bag! si fakir dan haknya tidak diabaikan
begitu saja.

2.' Si fakir meminta kepada pemerintah,
bukan dafi pribadi orang kaya, untuk
memelihara kehormatan dan air muka-

nya dari perasaan belas kasihan oleh
sebab meminta, serta memelihara
perasaan dan tidak melukai hatlnya dari
gunjingan dan kata-kata yang menya-
kitkari.

3. Dengan tidak rhemberikan urusan zakat
ini pada pribadi-pribadi berarti men-
jadikan urusan pembagian zakat sama
besarnya., Sebab terkadarig banyak si
kaya memberikan zakat pada seorang
fakir saja, sementara fakir yang lain
terlupakan. Tidak seorang pun yang
mengerti keadaannya, padaha! ter-
kadang keadaannya lebih membu-
tuhkan.

4. Sesungguhnya zakat itu bukanlah
hanya diberikan kepada pribadi si fakir,
miskin dan ibnu sabit saja, akan tetapi
ada di antara sasaran yang berhu-
bungan dengan kemaslahatan kaum
muslimin bersama, yang tidak dapat
dilakukan oleh perorangan, akan tetapi
oleh penguasa dan lembaga musya-
warah jamaah kaum muslimin, seperti
memberi zakat pada golongan muallaf,
mempersiapkan peflengkapan orang-
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orang untuk jihad fi sabilillah serta
mempersiapkan para da'i untuk me-
nyampaikan risalah Islam.

5. Sesungguhnya Islam agama dan pe-
merintahan, Qur'an dan kekuasaan.
Untuk tegaknya pemerlntahan dan ke
kuasaan ini dibutuhkan harta, yang
dengan itu pula dilaksanakan syariat-
nya. Terhadap harta ini dibutuhkan
adanya penghasilan. Dan zakat peng-
hasilan yang penting dan tetap untuk
kas negara dalam ajaran Islam. (Qar-
dawi, 1991:742-743),

Kewajiban zakat dalam pengelolaan
zakat di atas juga diikuti dengan adanya
hak negara untuk memberi sanksi dunlawi
bagi siapa saja para wajib zakat yang
niengingkari kewajiban ini, meskipun Allah
SWT juga akan memberi sanksi baik di
dunia maupun di akhirat. Hak negara ini
antara lain terdapat dalam sebuah hadits
yang diriwayatkan oleh Ahmad,'Nasa'i, dan
Abu Daud dari Bahaz bin Hakim: "Orang
yang 'membayar zakat itu untuk mem-
peroleh pahala maka ia pasti akan men-
dapat pahata itu, tetapi orang yang tidak
membayarnya maka kita akan mengutip
zakat itu beserta separuh kekayaan. Ini
merupakan ketentuan tegas dari Tuhan,
dan keluarga Muhammad tidak boleh
mengambil zakat sedikit pun"

Dari hadits di atas terlihat bahwa demi

menyelamatkan hak fakir miskin dan orang-
orang berhak lainnya maka negara diberi
hak untuk m^ungutnya dengan cara apa
pun -^termasuk paksa— bahkan negara
juga diberi hak untuk meriyita harta dari
orang yang bersangkutan'separuhnya.

Bahkan, lebih jauh mengenai pembang-
-kangan membayar zakat ini, Islam meng-
instruksikan agar pedang dicabut dan pe-
perangan dinyatakan kepada orang-orang
bersenjata yang membangkang membayar
zakat. Islam tidak peduli apakah banyak
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jiwa harus melayang dan darah harus
tertumpah untuk menjaga dan mellndungi
zakat tersebul. Hal ini telah dibuktikan oleh
Ktialifah Abu Bakr dan juga Usman ketika
menghadapi para kaumnya yang mencoba
membangkang membayar zakat dan
mencoba meniisahkan kewajiban zakatdan
kewajiban shiolat.

Sementara itu menurut Qardawi (1991;
80) hukuman bagi orang yang lalai dalam
membayar zakat itu lebih banyak diserah-
kan kepada penllaian penguasa. Pemerin-
tall bisa menerapkan hukuman itu bila
berpendapat bahwa masyarakat sudah
terlalujauh rnembangkang tidak mernbayar
zakat.

kehadirah Undang-Undang No 38 tahun
1999 tentang Pengelolaan'Zakat lampak-
nya ingin memerankan pemerlntah dalam
posisi yang lebih besar dan lebih kuat. Hal
ini terllhat bahwa pembentukan badari amil
zakat, (baik di tingkat nasional maupun
daerah) semuanya dibentuk.oleh peme-
rintah (lJU No 38/1999: pasal 6). Walaupun
Keputusan Menteri Agama Nomor 581
tahun 1999 tentang Pelaksanaan UU nomor
36 tahun 1999 di mana dimungkinkan ada-
nya lembaga amil zakat (institusi penge-
lolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk
atas prakarsa m^yarakat dan pleh masya
rakat yang bergerak di bidang da'wah,
pendldikan, sosial dan kemaslahatan umat
Islam), namun lembaga ini ini tetap harus
mendapat pengukuhan oleh pemerintah
(Kep Menag 581/1999: pasal 21-24).

Posisi yang sedemikian kuat dari pe
merintah ini diharapkan mampu mengopti-
malkan pengelolaan zakat, baik dalam
pengumpulan maupun pendistribusiannya.
Hanya saja, posisi.yang kuat dari peme
rintah ini tampaknya akan masih meng
hadapi beberapa kendala, di antaranya
adalah ketentuan wajib bagi setiap WNI
yang beragama Islam (UU 38/1999: pasal
2), belum diikuti oleh ketentuan sanksi bagi
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mereka yang tidak melaksanakannya.
Padahal pada UU ini telah dengan tegas
mengatur bahwa setiap kecurangan pe-
ngelola zakat akan dikenai sanksi baik
perdata maupun pidana (pasal 21).

Kelembagaan Zakat: Suatu Tinjauan

Lembaga zakat yang dimaksud di sini
adalah setiap institusi (baik individu maupun
kolektif) yang melakukan aktivitas pengum
pulan zakat dan kemudian membagikanriya
kepada yang berhak berdasarkan aturan-
aturan yang seharusnya. Hal,ini didasarkan
pada kenyataannyadi Indonesia memang
masih banyak sekali terdapat institusi yang
berperan sebagai amil zakat.

Secara garis besar 'kejembagaan' za
kat yang ada di Indonesia saat ini dengan
sederhana dapat dibagi menjadi: (1) Indi
vidual, di mana para individu wajib zakat
(muzakki) langsung membagikan zakat
kepada para mustahiq (2) Ulama danatau
Pondok Pesantren (3) Takmir Masjid (4)
YayasanASM {5)Badan Amil Zakat, Infaq
dan Shodaqoh (BAZIZ): berdasarkan Surat
Keputusan Bersama Menteri Agama dan
Menteri Dalam Negeri tahun 1991.
Tanpa mengesampingkan arti penting dan
sumbangan-sumbangan yang telah diberi-
kan dari lembaga zakat'di atas, perlu pula
kita mencermati masih banyaknya kele-
mahanrkelemahan yang sifatnya manajerial
dalam pengelolaannya, yaitu:

1. Belum tersusunnya peta kekuatan umat
secara rinci, balk mengenai keberadaan
muzakki maupun mustahiq. Keadaan
ini dapat mehgakibatkan luputnya
perhatian kepada golongan mustahiq
tertentu, padahal mungkin dia lebih
berhak menerima bagian zakat

2. Kurang tercatatnya administrasi penge
lolaan zakat secara sistematis, se-
hingga terkesan seadanya.
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3. Para amil terkadang bukan orang yang
benar-benar paham akan zakat, balk
dari aspek penarikan, pengelolaan
maupun aspek dlstribusinya.

4. Maslh lemahnya sistem pengelolaan
zakat, balk meliputi manajemen pe-
ngumpulan (collecting), pendistribusian
ataupun cara penlngkatan produktivitas
mustahlq (pemberdayaan mustahlq
sehlngga kelak dapat menjadimuzakki).

5. Belum terciptanya jarlngan kerja (Net
Work) antar lembaga zakat secara
integratif yang mampu menggalang
potensi unnat yang tersebar di berbagal
belahan nusantara serta belummampu-
nya menyentuh segala lapisan ma-
syarakat yang memang selayaknya
menerlma bagian dari zakat.

6. Penyaluran zakat cenderung konsumtif
dan kurang membangkitkan jiwa wira-
usaha yang mandlri.

Untuk dapat mewujudkan cita-clta
zakat sebagai solusi masalah ekonomi dan
kesejahteraan umat kini dan masa yang
akan datang bukanlah hal yang mudah.
Pengelolaan zakat yang profeslonal me-
merlukan tenaga yang terampil, menguasai
masalah-masalah yang berhubungan de-
ngan zakat, penuh dedlkasi, jujur dan
amanah. DI samping secara kontinyu harus
terus dtlakukan upaya-upaya penyempur-
naan manajerial sesual dengan perkem-
bangan masyarakat. (Ilhat Mahfudh,
1994:145-153)

Kahadlran UU no 38 tahun 1999 yang
telah dllengkapl pedoman pelaksanaannya
melalui Keputusan Menteri Agama no 581
tahun 1999 diharapkan mampu menyele-
salkan berbagal persoalan kelembagaan
zakat yang selama Ini ada. Akan tetapl,
kehadlranaturan Inl tampaknya maslh akan
menlnggalkanbeberapa agenda pellk dalam
kelembagaan zakat, dl antaranya:
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1. Wajib zakat (Muzakki) yang dimaksud
dalam UU NO 38/1999 tidaklah hanya
orang-perorangan, tetapl juga badan
yang dimiliki oleh orang muslim. De
ngan adanya ketentuan Inl berarti zakat
menjadi bagian tak terplsahkan dan fi
nancial report yang dibuat oleh suatu
badan (usaha). Persoalannya adalah
bagalmana zakat Ini bisa diterlma
sebagai bagian dari kewajiban badan
(usaha), bagalmana operasionallsasinya
serta apa sanksl yang akan dlberlkan
oleh pemerintah-blla suatu badan lalal
dalam membayar kewajiban zakat Inl.

2. Hubungan antartlngkat (naslonal, pro-
plnsl, kabupaten/kodya/kotip, keca-
matan, desa) badan ami! zakat/ lembaga
amIl zakat dengan prinsip koordinasi,
integrasi, sinkronlsasi dan konsultasi
Kepmen 581/99: pasal 15) dalam pe
laksanaannya maslh akan dihadang
berbagal persoalan balk itu berupa
konkritlsasi hubungan terleblh lagi
operaslonal-teknis.

3. Hubungan antara badan amIl zakat dan
lembaga amll zakat bila ternyata
kemudlan tidak mampu dllntegraslkan
dalam suatu network, maka pada da-
sarnya tIdakada perubahan yang slgnl-
flkan dari kelembagaan'zakat sebelum-
nya. Walaupun hal Inl kemudlan
diellmlnir dengan adanya ketentuan
untuk pelaporan keglatan kepada
pemerlntah dan DPR/DPRD.

4. Pelaporan keglatan badan/lembaga
amll zakat kepada DPR/DPRD akan
dapat memunculkan persoalan baru.
Karena DPR adalah lembaga repre-
sentasl yang majemuk sifatnya -dan
juga sebagai lembaga polltik— sedang-
kan zakat merupakan kewajiban khu-
sus bag! umat Islam, bukan tidak
mungkin akan> menlmbulkan berbagal
benturan kepentlngan.

335



Topik: Agenda Lanjutan Pasca Institusiohalisasi Zakat, Arif Hartono

5. Dengan dimungkinkannya pemotongan
pajak untuk membayar zakat (UU 38/
99: pasal 14 ayat 3) memerlukan ada-
nya mekanisme yang hams diatur lebih
lanjut dan hal ini bukan persoalan se-
derhana. Di mana pajak dikelola oleh
lembaga Diijen Pajak sementara Badan/
Lembaga Amil Zakat di bawah pem-
binaan Depag.

6. Persoalan distribusi zakat juga masih
menyisakan agenda-agenda persoalan
yang sedemlklan banyak; terutama
masih beragamnya pandangan ber-
kaitan dengan siapa yang seharusnya
menerima zakat (iihat misalnyaMas'udi,
1991). Padahal dalam UU No 38 tahun
1999 in! permasalahan distribusi tidak
terlalu banyak diatur dan dijelaskan.
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